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Abstract
Bondowoso Regency is known as a “santri city” with a strong religious culture; ironically, however, data from the DP3AKB show that cases of child abuse continue to rise significantly. As a region characterized by Pandalungan culture—a blend of Madurese and Javanese traditions—values of family honor and the resolution of conflicts through family mediation often hinder the reporting of cases, particularly sexual abuse, leaving child victims vulnerable to revictimization. Although child protection is legally enshrined in Law No. 35/2014, Government Regulation No. 78/2021, and East Java Provincial Regulation No. 3/2018, and is supported by local policies through the Bondowoso PPA Technical Implementation Unit (UPTD), its implementation at the local level—particularly among the Pandalungan community in Bondowoso Regency—still faces various challenges, such as weak interagency coordination, limited resources, and low public awareness. Therefore, this study aims to analyze the legal basis, describe policy implementation, evaluate the effectiveness of the alignment between laws and public policies, and generate concrete recommendations for strengthening comprehensive and equitable child protection. The findings and discussion of this study indicate that the alignment between laws and public policies regarding the protection of child victims of violence in the Pandalungan community in Bondowoso has provided a strong framework for child protection. Based on the mandate of applicable regulations, the Social Affairs Office (Dinsos P3AKB), as the leading sector, has established integrated interagency services and task forces for the protection of women and children at the subdistrict and village levels.  However, from a sociocultural perspective within Pandalungan society, the deeply religious and patriarchal culture influences attitudes toward child abuse. Many cases go unreported initially out of concern for family honor.  This poses a serious challenge to the synergy between formal legal principles and the community’s strong “living law.” Therefore, to make the alignment of laws and public policy more effective, there is a need to increase the number of psychologists and safe houses, as well as to develop a technology-based integrated reporting system, Legal education programs based on religion and local culture; outcome-based monitoring and evaluation, rather than merely administrative outputs; and the involvement of local communities, such as Islamic boarding schools and women’s organizations, in the prevention of violence.
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Abstrak
Kabupaten Bondowoso dikenal sebagai kota santri dengan kultur religius yang kuat, namun ironisnya data DP3AKB menunjukkan kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat secara signifikan. Sebagai wilayah berkarakter budaya Pandalungan—perpaduan Madura dan Jawa—nilai kehormatan keluarga dan penyelesaian konflik secara kekeluargaan seringkali menghambat pelaporan kasus, terutama kekerasan seksual, sehingga anak korban rentan mengalami reviktimisasi. Meskipun secara normatif perlindungan anak telah diatur dalam UU No. 35/2014, PP No. 78/2021, dan Perda Jatim No. 3/2018, serta didukung kebijakan lokal melalui UPTD PPA Bondowoso, Namun, implementasinya di tingkat daerah, khususnya pada Masyarakat Pandalungan di Kabupaten Bondowoso, masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujun untuk menganalisis dasar hukum, mendeskripsikan implementasi kebijakan, mengevaluasi efektivitas sinkronisasi hukum dan kebijakan publik, serta menghasilkan rekomendasi konkret bagi penguatan perlindungan anak yang integratif dan berkeadilan. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini yaitu, sinkronisasi antara hukum dan kebijakan publik dalam perlindungan anak korban kekerasan di masyarakat Pandalungan Bondowoso telah memberikan payung yang kuat bagi perlindungan anak. Dengan berdasarkan mandat regulasi yang berlaku,  Dinsos P3AKB sebagai leading sector telah membentuk layanan terpadu antarlembaga dan satgas perlindungan perempuan dan anak di tingkat kecamatan serta desa. Namun ditinjau dari dimensi sosiokultural pada masyarakat Pandalungan, budaya yang sangat religius dan patriarkal memengaruhi cara pandang terhadap kekerasan anak. Banyak kasus yang awalnya tidak dilaporkan karena mempertimbangkan kehormatan keluarga. Maka dari itu, Agar sinkronisasi hukum dan kebijakan publik lebih efektif, diperlukan adanya peningkatan jumlah psikolog dan rumah aman, pengembangan sistem pelaporan terpadu berbasis teknologi, program edukasi hukum berbasis agama dan budaya lokal, monitoring dan evaluasi berbasis outcome, bukan hanya output administratif, dan pelibatan komunitas lokal seperti pesantren dan organisasi perempuan dalam pencegahan kekerasan.
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1. Pendahuluan
Kabupaten Bondowoso dikenal sebagai salah satu daerah dengan kultur religius yang kuat dan kerap disebut sebagai kota santri.[footnoteRef:1] Namun, di balik identitas religius tersebut, masih banyak terjadi kasus kekerasan terhadap anak. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bondowoso menunjukkan bahwa sepanjang beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis, maupun seksual, terus meningkat secara signifikan.[footnoteRef:2] Kondisi ini memperlihatkan adanya ironi sosial antara nilai-nilai keagamaan masyarakat dengan realitas kekerasan yang menimpa anak-anak. [1:  Khoirul Ulum. (2024). Interaksi dan Resepsi Masyarakat Bondowoso terhadap Al Qur’an. Al-Bayan:Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist. 7(2). DOI: https://doi.org/10.35132/albayan.v7i2.849p. 287-288]  [2:  Imadudin Muhammad. (12 Mei 2026). Dinsos Bondowoso Ada Puluhan Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan hingga Mei 2026. Times Indonesia. Dikutip dari https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/589897/dinsos-bondowoso-ada-puluhan-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-hingga-mei-2026. (Diakses pada 14 Juli 2026).] 

Bondowoso juga dikenal sebagai wilayah dengan karakter budaya Pandalungan, yaitu perpaduan antara budaya Madura dan Jawa yang melahirkan corak sosial tersendiri dalam pola komunikasi, struktur keluarga, pandangan moral, penyelesaian konflik. Karakter budaya Pandalungan yang menjunjung tinggi nilai kehormatan keluarga, hierarki orang tua, dan penekanan pada penyelesaian konflik secara kekeluargaan, seringkali berpengaruh terhadap bagaimana kasus kekerasan terhadap anak dipersepsikan dan ditangani. Dalam beberapa kasus, budaya “tutup aib” dan kepatuhan pada otoritas keluarga membuat peristiwa kekerasan terutama kekerasan seksual tidak segera dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Hal ini mengakibatkan anak sebagai korban berada dalam posisi rentan, bahkan berpotensi mengalami reviktimisasi.
Secara normatif, perlindungan anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak,[footnoteRef:3] serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Di tingkat lokal, Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga telah memiliki beberapa kebijakan dan program melalui DP3A dan lembaga layanan seperti UPTD PPA (Unit Pelayanan Tekhnis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Kabupaten Bondowoso.[footnoteRef:4] [3:  Muhammad Fachri Said et al. (2025). Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Tan Mana. 6(2): 251 DOI: https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1165  p. 251]  [4:  Muhammad Muwefik, Hikmatul Hasanah. (2026). Strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Bondowoso. JRISS: Journal Review of Islamic and Social Studies. 2(1): 25-37. DOI: 10.64845/riss.v1i1. p. 25] 

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan publik sering kali tidak berjalan seiring dengan ketentuan hukum yang ada. Masih ditemukan kendala dalam aspek koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak. Akibatnya, efektivitas hukum dan kebijakan publik dalam melindungi anak korban kekerasan belum mencapai hasil yang optimal.[footnoteRef:5] Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian mendalam tentang sinkronisasi hukum dan kebijakan publik dalam perlindungan anak korban kekerasan di Kabupaten Bondowoso, agar dapat ditemukan model perlindungan yang lebih efektif, integratif, dan berkeadilan.  [5:  Ibid, p. 26] 

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa penelitian mengenai topik hukum dan kebijakan publik dalam perlindungan anak korban kekerasan pada masyarakat Pandalungan Kabupaten Bondowoso masih sangat terbatas. Hingga saat penelitian ini dilakukan, belum ditemukan studi yang secara spesifik membahas aspek, objek, dan konteks yang sama. oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru terhadap pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus mengisi kesenjangan penelitian (research gap) yang masih ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum serta kebijakan publik dalam perlindungan anak korban kekerasan, mendeskripsikan kebijakan publik dan implementasinya dalam perlindungan anak di Kabupaten Bondowoso, mengevaluasi efektivitas dan keselarasan antara aspek hukum dan kebijakan publik dalam pelaksanaan perlindungan anak korban kekerasan pada Masyarakat Pandalungan Kabupaten Bondowoso, serta menganalisis secara mendalam hubungan antara hukum dan kebijakan publik dalam konteks lokal Bondowoso yang memiliki karakter sosial-religius unik. 
Berdasarkan atas pemikiran bahwa perlindungan anak korban kekerasan hanya dapat efektif apabila terdapat sinkronisasi antara norma hukum dan kebijakan publik. Hukum memberikan dasar legitimasi, sedangkan kebijakan publik menjadi instrumen implementatif di lapangan. Kerangka ini menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan anak di Bondowoso tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh konsistensi kebijakan dan koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret bagi peningkatan efektivitas, serta dapat memberikan kontribusi akademik terhadap kajian hukum pidana dan kebijakan publik dalam bidang perlindungan anak dengan pendekatan lokal, rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso, DP3A, dan lembaga perlindungan anak untuk memperkuat koordinasi kebijakan dan penegakan hukum secara sinergis. 
Dengan berdasarkan latar belakang dan tujuan tersebut, rumusan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan anak korban kekerasan di Indonesia dan implementasinya pada Masyarakat Pandalungan di Kabupaten Bondowoso? 2) Bagaimana bentuk dan pelaksanaan kebijakan publik Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam perlindungan anak korban kekerasan pada Masyarakat Pandalungan, dan 3) Bagaimana efektivitas sinkronisasi antara hukum dan kebijakan publik dalam mewujudkan perlindungan anak korban kekerasan pada Masyarakat Pandalungan di Kabupaten Bondowoso?.
2. Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis socio-legal research yang memadukan analisis normatif terhadap peraturan perundang- undangan dengan analisis empiris mengenai bagaimana kebijakan perlindungan anak dilaksanakan di masyarakat.[footnoteRef:6] Pendekatan ini dipilih karena isu perlindungan anak korban kekerasan tidak dapat dipahami hanya dari sudut pandang hukum tertulis, tetapi harus dianalisis dari proses implementasi kebijakan publik serta dinamika sosial budaya, khususnya budaya masyarakat Pandalungan di Kabupaten Bondowoso yang dikenal memiliki karakter komunal, patriarkal, dan religius. Penelitian ini juga memanfaatkan perspektif gender untuk melihat kerentanan anak perempuan dan bias budaya yang mempengaruhi proses perlindungan. [6:  Dr. Johnny Ibrahim, S.H., M.Hum. (2008) Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Banyumedia Publishing. h. 89] 

Metode penelitian yang digunakan meliputi empat teknik pengumpulan data utama, yaitu studi dokumentasi, wawancara mendalam, observasi lapangan, dan focus group discussion (FGD)[footnoteRef:7]. Studi dokumentasi dilakukan terhadap peraturan-peraturan yang relevan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHP, KUHAP, Perda dan Perbup terkait perlindungan perempuan dan anak, SOP UPTD PPA, kebijakan pendidikan mengenai penanganan kekerasan, serta laporan statistik kasus dari kepolisian maupun pemerintah daerah. [7:  Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A. (2016) Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya Bandung. h. 157-235] 

Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci yang meliputi pejabat UPTD PPA, DP3A, penyidik kepolisian, jaksa, hakim, pekerja sosial, konselor hukum, tokoh agama dan adat Pandalungan, guru, perangkat desa, serta keluarga atau pendamping korban kekerasan anak. Observasi non-partisipatif dilakukan di beberapa institusi layanan untuk memperoleh gambaran mengenai cara kerja sistem perlindungan anak, termasuk alur koordinasi antarinstansi. Adapun FGD dilaksanakan bersama akademisi, praktisi hukum, dan pemerintah daerah untuk menguji dan memvalidasi temuan penelitian. Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan metode Miles dan Huberman, yaitu melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.[footnoteRef:8] Untuk menilai sinkronisasi hukum, digunakan analisis sinkronisasi vertikal dan horizontal.[footnoteRef:9] Sinkronisasi vertikal menilai kesesuaian antara peraturan pusat dan kebijakan daerah, misalnya apakah Perda atau SOP daerah telah sesuai dengan mandat undang-undang. Sinkronisasi horizontal menilai integrasi antarinstansi, seperti keselarasan kebijakan DP3A, UPTD PPA, kepolisian, sekolah, dan lembaga sosial dalam menangani korban. Selain itu, analisis tematik digunakan untuk menggali bagaimana nilai-nilai budaya Pandalungan memengaruhi proses pelaporan, penanganan, dan perlindungan anak korban kekerasan. Proses penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah tahap persiapan, yang meliputi identifikasi masalah, penyusunan fokus penelitian, pembuatan instrumen penelitian, serta studi awal terhadap literatur dan regulasi. Tahap kedua adalah pengumpulan data lapangan yang dilakukan secara sistematis melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selama tahap ini, peneliti menggali bagaimana kebijakan perlindungan anak dijalankan, bagaimana koordinasi antarinstansi, serta hambatan yang muncul dalam konteks masyarakat Pandalungan yang memiliki norma kuat mengenai kehormatan keluarga dan penyelesaian masalah secara internal. Tahap ketiga adalah analisis dan pemetaan sinkronisasi hukum. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi ketidaksinkronan antara regulasi pusat dan daerah, tumpang tindih kewenangan, kekosongan hukum, atau hambatan implementasi yang menyebabkan layanan perlindungan anak tidak berjalan optimal. Tahap keempat adalah penyusunan model sinkronisasi hukum dan kebijakan publik yang berbasis realitas lokal. [8:  Miles, M.B., & Huberman, A.M. 2002 Analisis Data Kualitatif. (Edisi Terjemahan Bahasa Indonesia oleh Tjetjep Rohendi). Jakarta: Ul-Press.]  [9:  Rahaditya Rahaditya et al. (2023). Sinkronisasi Vertikal dan Horizontal PP No. 46 Tahun 2015
tehadap Permenaker No. 4 Tahun 2022 Terkait Program Jaminan Hari Tua. Jurnal Serina Sosial Humaniora. 1(1): 83-89 DOI: https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.24470 p. 85-86] 

Model ini akan menggambarkan bagaimana koordinasi antarlembaga seharusnya dilakukan, bagaimana alur penanganan korban diperbaiki, dan bagaimana budaya Pandalungan dapat dijadikan kekuatan dalam sistem perlindungan anak. Tahap terakhir adalah penyusunan laporan akhir, policy brief, artikel ilmiah, dan diseminasi hasil penelitian kepada stakeholder daerah. Luaran penelitian ini terbagi dalam tiga kategori, yaitu luaran akademik, kebijakan, dan sosial. Luaran akademik berupa artikel ilmiah yang akan dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi SINTA, prosiding seminar, serta bahan ajar atau modul tentang hukum perlindungan anak, viktimologi, pendekatan gender, dan hukum adat-budaya dalam perspektif Pandalungan. Luaran kebijakan berupa policy brief yang memuat rekomendasi konkret bagi pemerintah Kabupaten Bondowoso terkait perbaikan koordinasi, keselarasan regulasi, dan penguatan layanan.
3. Hasil dan Pembahasan 
3.1. Pengaturan hukum mengenai perlindungan anak korban kekerasan di Indonesia dan implementasinya pada Masyarakat Pandalungan di Kabupaten Bondowoso
Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan.[footnoteRef:10] Kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, tidak hanya berdampak pada kondisi fisik dan mental korban, tetapi juga berpengaruh terhadap keberlangsungan generasi bangsa. Dalam konteks negara hukum, perlindungan terhadap anak korban kekerasan bukan sekadar kewajiban moral, melainkan kewajiban yuridis negara.[footnoteRef:11] Kabupaten Bondowoso sebagai bagian dari wilayah tapal kuda Jawa Timur memiliki karakteristik sosial-budaya khas, yaitu masyarakat Pandalungan perpaduan budaya Jawa dan Madura. Karakter sosial ini memengaruhi cara masyarakat memahami konflik keluarga, relasi kuasa, serta penyelesaian kasus kekerasan, termasuk kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, menarik untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum nasional tentang perlindungan anak diimplementasikan dalam konteks sosial budaya Pandalungan di Bondowoso. [10:  Nabila Thifallya Regina et al. (2022). Peran UNICEF dalam Perlindungan anak di Indonesia. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM). 3(3): 117-124. DOI: 10.24198/jppm.v3i3.40376. p. 118.]  [11:  Eneng Nita Juwita. (2026) Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap
Anak Dan Perempuan. Journal of Innovative and Creativity. 6(1): 7475-7484. DOI: https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.7824. p. 7478] 

3.1.1. Pengaturan Hukum Perlindungan Anak Korban Kekerasan di Indonesia
1. Landasan Konstitusional

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Norma ini menjadi dasar konstitusional pembentukan berbagai regulasi sektoral terkait perlindungan anak.[footnoteRef:12] [12: ] 

2. Undang-Undang Perlindungan Anak 
[bookmark: _Hlk234876270]Pengaturan utama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002. Undang-undang ini menegaskan:
a. Larangan setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak.
b. Kewajiban negara, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam perlindungan anak.
c. Hak anak korban untuk memperoleh rehabilitasi medis dan sosial.
d. Jaminan pendampingan hukum.
e. Perlindungan identitas korban.
UU ini juga memperberat sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, termasuk pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan kebiri kimia dalam kondisi tertentu.
Didalam UU Perlindungan Anak UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002, bentuk perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual selanjutnya diatur dalam Pasal 59, di mana ayat 1 yang menentukan bahwa : “Pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”. Selanjutnya ayat (2) huruf j menentukan bahwa : “perlindungan khusus kepada anak diberikan kepada anak korban kejahatan seksual”. Maksud dari bunyi pasal 59 ayat (2) huruf j ini, bahwa perlindungan khusus terhadap anak itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya. Anak harus diberikan perlindungan secara khusus sebagaimana disebutkan dalam pasal ini karena trauma atas kejahatan seksual yang terjadi padanya akan sangat membekas dalam ingatannya dan akan sangat mengganggu perkembangan dan pertumbuhan fisik terlebih psikisnya. Pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya serta masyarakat tidak boleh lepas tangan terhadap apapun yang menimpa anak-anak, terlebih kejahatan seksual.
[bookmark: _Hlk234877230]Bentuk perlindungan selanjutnya terdapat dalam Pasal 69A yang menentukan bahwa : “perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:
a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan.
b. Rehabilitasi sosial.
c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.
Selain apa yang ditentukan dalam pasal 59 ayat (2) dan Pasal 69A, dalam pasal 71D ayat 1 disebutkan bahwa : “Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i dan huruf j, berhak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Sehubungan dengan perlindungan khusus yang diberikan oleh UU Perlindungan Anak terhadap anak korban kejahatan seksual maka UU Perlindungan Anak No 35 tahun 2014 dalam Pasal 76D ini memang sangat diperlukan karena anak adalah penerus generasi bangsa, harapan dan tumpuan untuk perkembangan bangsa dan negara selanjutnya di masa depan.
3. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Kekerasan Seksual 
Penguatan perlindungan korban hadir melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UU ini mengadopsi pendekatan berperspektif korban dengan menekankan:
a. Hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.
b. Restitusi dan kompensasi.
c. Layanan terpadu sejak tahap pelaporan.
d. Larangan reviktimisasi dalam proses peradilan.
Dalam konteks anak sebagai korban, UU TPKS memperkuat posisi korban dengan pendekatan yang lebih komprehensif dibanding pendekatan KUHP klasik yang cenderung berorientasi pada pelaku.
Selain dua regulasi utama tersebut, perlindungan anak korban kekerasan juga diatur dalam:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah menyediakan instrumen yang cukup komprehensif dalam melindungi anak korban kekerasan.
3.1.2. Implementasi Perlindungan Anak Korban Kekerasan di Tingkat Daerah
[image: ]Implementasi perlindungan hukum di daerah melibatkan berbagai institusi, antara lain Unit PPA Kepolisian, Dinas Sosial, lembaga bantuan hukum, serta lembaga layanan terpadu. Di Kabupaten Bondowoso, peran pelayanan korban dijalankan melalui perangkat daerah seperti Dinas Sosial dan P3AKB. Selain itu, koordinasi dilakukan dengan kepolisian, rumah sakit, dan lembaga pendidikan.

Secara geografis, Bondowoso merupakan bagian dari wilayah tapal kuda Jawa Timur yang dikenal dengan kultur Pandalungan, yaitu hasil percampuran budaya Jawa dan Madura. Karakteristik masyarakat ini antara lain:
a) Kuatnya nilai religiusitas.
b) Struktur sosial yang masih patriarkal
c) Penyelesaian konflik yang sering mengedepankan musyawarah kekeluargaan.
d) Menjaga kehormatan keluarga sebagai nilai utama.
Dalam konteks kekerasan terhadap anak, budaya menjaga nama baik keluarga sering kali menyebabkan kasus tidak dilaporkan secara formal. Penyelesaian secara damai atau kekeluargaan menjadi pilihan, meskipun dalam kasus tertentu justru mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak. Secara normatif, regulasi nasional telah memberikan perlindungan yang kuat. Namun secara empiris, terdapat beberapa persoalan dalam implementasi di masyarakat Pandalungan Bondowoso:
a) Hambatan Kultural
Nilai patriarki dan relasi kuasa dalam keluarga berpotensi menempatkan anak sebagai pihak subordinat. Anak korban sering kali tidak memiliki keberanian atau dukungan untuk melapor.
b) [bookmark: _Hlk234878260]Hambatan Struktural
1. Terbatasnya tenaga psikolog anak.
2. Keterbatasan rumah aman.
3. Belum meratanya pemahaman aparat tentang pendekatan berperspektif korban.
c) Problem Penyelesaian Kekeluargaan
Dalam beberapa kasus, mediasi di tingkat desa atau sekolah dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek pidana yang bersifat delik umum, terutama pada kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan maksimal terhadap anak.
Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan di Bondowoso akan lebih efektif, apabila adanya penguatan sosialisasi hukum berbasis budaya lokal, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dengan pendekatan ramah anak, optimalisasi layanan terpadu yang responsif gender dan usia,  kolaborasi tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mendorong pelaporan kasus, dan penegasan bahwa kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) harus menjadi prinsip utama dalam setiap penyelesaian perkara.
Pengaturan hukum mengenai perlindungan anak korban kekerasan di Indonesia secara normatif telah memadai dan progresif. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi di tingkat lokal. Dalam konteks masyarakat Pandalungan di Kabupaten Bondowoso, dinamika budaya, nilai religiusitas, serta struktur sosial memengaruhi cara hukum dijalankan. Dengan pendekatan sosio-legal yang sensitif terhadap budaya namun tetap tegas pada prinsip perlindungan anak, hukum tidak hanya menjadi norma tertulis, tetapi benar-benar hadir sebagai instrumen perlindungan yang nyata bagi anak korban kekerasan.

3.2. Bentuk dan pelaksanaan kebijakan publik Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam perlindungan anak korban kekerasan pada Masyarakat Pandalungan
Perlindungan anak korban kekerasan dalam perspektif kebijakan publik tidak dapat dipahami semata sebagai implementasi norma hukum, melainkan sebagai proses politik-administratif yang melibatkan aktor, struktur kelembagaan, budaya lokal, serta distribusi sumber daya. Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye adalah “whatever governments choose to do or not to do.” yang berarti, pilihan untuk bertindak maupun tidak bertindak merupakan kebijakan.
Dalam konteks perlindungan anak, negara termasuk pemerintah daerah yang memiliki kewajiban konstitusional untuk bertindak aktif. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan hak anak atas perlindungan dari kekerasan. Norma ini dielaborasi lebih lanjut dalam:
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
Dalam perspektif teori implementasi kebijakan, model Edward III menekankan empat variabel penentu keberhasilan implementasi: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi.[footnoteRef:13] Model ini relevan untuk menganalisis efektivitas kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Bondowoso. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memberikan dampak serius, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak serta memastikan adanya langkah rehabilitasi bagi korban. Pemerintah Kabupaten Bondowoso, sebagai bagian dari komitmen nasional dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, telah menyusun berbagai kebijakan dan regulasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Regulasi dan kebijakan yang diterapkan oleh Pemkab Bondowoso bertujuan untuk memberikan perlindungan yang komprehensif bagi anak-anak, mulai dari pencegahan, penanganan kasus, hingga rehabilitasi korban. [13:  Aslan Noor et al. (2026). Pengaturan Prinsip Kelayakan Kehidupan Anak, Perlindungan Hukum yang Seharusnya bagi Anak terhadap Kehidupan yang Layak Ditinjau dari Pemerintah Daerah. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. 4(4). DOI: https://doi.org/10.61104/alz.v4i3. 7321. p. 2676.] 

Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak, serta menekan angka kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat. Melalui pendekatan yang terintegrasi dan melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, aparat penegak hukum, dan sektor kesehatan, Pemkab Bondowoso berupaya memastikan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak dapat berjalan secara efektif.
Dalam pembahasan ini, akan diuraikan secara mendalam mengenai regulasi dan kebijakan yang telah diimplementasikan, termasuk tantangan dan langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak di Kabupaten Bondowoso. Berikut adalah regulasi dan kebijakan pemkab Bondowoso yang disertai analisis oleh peneliti: Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabuapten Bondowoso. Peraturan ini menetapkan kerangka kerja untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan mereka di wilayah kabupaten Bondowoso.
1. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan hak anak, menjadi acuan penyelengaraan kabuaten Layak Anak (KLA) di daerah, serta menjamin pemenuhan hak-hak anak dan melindungi mereka dari kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan, namun terdapat analisis yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaannya yaitu pada bab iv pelaksanaan KLA, Pasal 6 yang menyatakan:
1) Pelaksanaan Kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.
2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. lembaga eksekutif;
b. DPRD,
c. organisasi non pemerintah;
d. dunia usaha; dan
e. masyarakat.
3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem yang diterapkan pada anak.
2. [bookmark: _Hlk234879935]Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 11 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksana peraturan daerah kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 tentang	penyelenggaraan	kabupaten	layak	anak. Peraturan ini menetapkan rencana aksi daerah (RAD) untuk penyelenggaraan kabuptaen layak anak, yang disusun untuk jangka waktu lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan, terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka Panjang (RPJPD), Pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan Indikator KLA yang ditetapkan Kementerian yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Peraturan yang mengatur Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) di Kabupaten Bondowoso adalah Peraturan Bupati nomor 4 Tahun 2023. Keterbatasan pada Perda yaitu, sebagai berikut:
a) Implementasi: Tantangan dalam pelaksanaan di lapangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, dapat menghambat efektivitas perlindungan.
b) Sosialisasi: Kurangnya pemahaman masyarakat tentang isi dan tujuan Perda dapat mengurangi partisipasi aktif dalam upaya perlindungan anak.
c) Koordinasi Antar Lembaga: Perlu adanya sinergi yang lebih baik antara instansi pemerintah, penegak hukum, dan organisasi masyarakat dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak.
Meskipun Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Bondowoso telah memberikan dasar hukum untuk perlindungan anak di Bondowoso, efektivitasnya dalam melindungi korban sangat bergantung pada implementasi yang konsisten, sosialisasi yang luas, dan koordinasi yang kuat antara berbagai pihak terkait. Tanpa upaya nyata dalam aspek-aspek tersebut, perlindungan yang diharapkan mungkin belum optimal. Untuk meningkatkan perlindungan bagi anak-anak korban kekerasan, disarankan untuk:
a) Peningkatan Kapasitas yaitu melatih petugas terkait agar lebih kompeten dalam menangani kasus perlindungan anak.
b) Sosialisasi Intensify aitu mengadakan program edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak anak dan mekanisme pelaporan kasus kekerasan.
c) Pengawasan dan Evaluas yaitu melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan Perda untuk memastikan efektivitasnya.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan terhadap anak di Bondowoso dapat ditingkatkan secara signifikan.
3.3. Efektivitas sinkronisasi antara hukum dan kebijakan publik dalam mewujudkan perlindungan anak korban kekerasan pada Masyarakat Pandalungan di Kabupaten Bondowoso
Sinkronisasi antara norma hukum dan kebijakan publik merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan perlindungan anak yang efektif di masyarakat. Dalam konteks perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan, hukum nasional harus diterjemahkan ke dalam kebijakan publik yang mampu menjawab tantangan konteks lokal, khususnya masyarakat Pandalungan di Kabupaten Bondowoso yang memiliki dinamika sosial-budaya tersendiri. 
Sinkronisasi yang efektif berarti hukum dan kebijakan publik berjalan secara harmonized system yaitu selaras secara normatif, implementatif, struktural, dan sosiokultural. Mengukur efektivitas sinkronisasi ini dapat memperlihatkan sejauh mana regulasi negara benar-benar dijalankan di tingkat masyarakat untuk melindungi anak korban kekerasan secara nyata. Data Empiris Kekerasan Anak di Bondowoso, analisis empiris berdasarkan data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Bondowoso menunjukkan tren kekerasan terhadap anak yang masih signifikan dan dinamis, dengan pola trend lima tahun terakhir.
[bookmark: _Hlk234881807]Analisis Efektivitas Sinkronisasi: Dari Hukum ke Kebijakan Publik Secara regulatif, hukum nasional telah memberikan payung yang kuat bagi perlindungan anak. Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menerjemahkan ini melalui kebijakan yang mencakup layanan terpadu, sosialisasi pencegahan kekerasan, serta program pendampingan korban. Namun, meskipun sinkron secara normatif, terdapat tantangan implementatif, seperti masih tingginya angka kekerasan anak yang terus meningkat dalam dua dekade terakhir. Data peningkatan kasus menunjukkan bahwa keberadaan aturan saja belum cukup menurunkan kejadian kekerasan secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa norma hukum perlu diikuti oleh kebijakan publik yang lebih efektif dalam pencegahan, secara lebih agresif dan berkelanjutan.
Dimensi Struktural–Organisasi, Dinsos P3AKB sebagai leading sector telah membentuk layanan terpadu antarlembaga dan satgas perlindungan perempuan dan anak di tingkat kecamatan serta desa. Kolaborasi ini membawa dampak positif, seperti meningkatnya laporan kasus dan pendampingan korban. Namun, keterbatasan seperti jumlah psikolog anak, rumah aman, dan fasilitas rehabilitasi yang memadai menjadi hambatan implementatif, sehingga kebijakan tidak sepenuhnya terealisasi secara optimal. Menurut Edward III, salah satu faktor penting efektivitas implementasi adalah ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Kondisi ini memperlihatkan bahwa struktur organisasi kelembagaan masih perlu diperkuat, termasuk distribusi sumber daya yang lebih strategis bagi perlindungan anak.
[bookmark: _Hlk234882651][bookmark: _Hlk234881520]Dimensi Sosiokultural, pada masyarakat Pandalungan, budaya yang sangat religius dan patriarkal memengaruhi cara pandang terhadap kekerasan anak. Banyak kasus yang awalnya tidak dilaporkan karena mempertimbangkan kehormatan keluarga. Ini merupakan tantangan serius bagi sinergi antara nilai hukum formal dengan living law masyarakat yang kuat. Penanganan kasus melalui mediasi kekeluargaan tanpa memperhatikan aspek pidana pada kasus kekerasan berat menunjukkan masih lemahnya aksestabilitas hukum formal di masyarakat. Efektivitas yang bersifat substantif dapat dilihat dari beberapa indikator:
a) Peningkatan pelaporan kasus kekerasan anak → menunjukkan kesadaran meningkat di masyarakat.
b) Frekuensi pendampingan korban - dukungan psikologis dan hukum yang semakin terstruktur.
c) Upaya pencegahan melalui edukasi - kegiatan sosialisasi, pelibatan tokoh agama, dan pesantren.
d) Penurunan faktor risiko terkait anak seperti dispensasi kawin - suatu prestasi yang juga mendukung perlindungan anak dari kekerasan berbasis usia.
Namun demikian, meskipun indikator administratif menunjukkan perbaikan, tantangan budaya dan keterbatasan sumber daya menghambat efektivitas substansial secara penuh. Secara keseluruhan, efektivitas sinkronisasi berada pada tingkat sedang, artinya hukum dan kebijakan sudah berjalan paralel tetapi belum maksimal dalam mewujudkan perlindungan substansial bagi anak korban kekerasan.
[bookmark: _Hlk234908612]Agar sinkronisasi hukum dan kebijakan publik lebih efektif, diperlukan:
a) Penguatan layanan psikososial anak melalui peningkatan jumlah psikolog dan rumah aman.
b) Pengembangan sistem pelaporan terpadu berbasis teknologi untuk mempercepat respon layanan.
c) Program edukasi hukum berbasis agama dan budaya lokal untuk menurunkan hambatan kultural.
d) [bookmark: _Hlk234908729]Monitoring dan evaluasi berbasis outcome, bukan hanya output administratif.
e) [bookmark: _Hlk234908750]Pelibatan komunitas lokal seperti pesantren dan organisasi perempuan dalam pencegahan kekerasan.
Efektivitas sinkronisasi antara hukum dan kebijakan publik dalam perlindungan anak korban kekerasan di masyarakat Pandalungan Bondowoso menunjukkan kemajuan yang signifikan secara administratif namun masih menghadapi kendala substantif, terutama di ranah budaya dan kapasitas kelembagaan.
Peningkatan jumlah pelaporan kasus merupakan tanda positif meningkatnya kepercayaan hukum, namun masih perlu penguatan komprehensif untuk mencapai perlindungan anak yang tidak hanya formal tetapi juga nyata di ranah sosial.

4. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:
1) Peraturan hukum mengenai perlindungan anak korban kekerasan diatur secara spesifik dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j, Pasal 69A, dan Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002. Tidak hanya itu, Penguatan perlindungan korban juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Secara normatif, sistem hukum cukup komprehensif dalam melindungi anak korban kekerasan. Namun, masih terdapat beberapa hambatan dalam implementasi di masyarakat Pandalungan Bondowoso yaitu, masih kentalnya budaya patriarki berpotensi menempatkan anak sebagai pihak subordinat. Sehingga anak korban sering kali tidak memiliki keberanian atau dukungan untuk melapor, hambatan struktural, dan dalam beberapa kasus, mediasi di tingkat desa dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek pidana hal ini berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan maksimal terhadap anak.
2) Regulasi dan kebijakan pemerintah Kabupaten Bondowoso meliputi, Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 11 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksana peraturan daerah kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan kabupaten	layak anak, dan Peraturan Bupati nomor 4 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA), Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan yaitu, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran,  kurangnya pemahaman masyarakat tentang isi dan tujuan PERDA, serta Perlu adanya sinergi yang lebih baik antara instansi pemerintah, penegak hukum, dan organisasi masyarakat dalam perlindungan anak korban dalam kasus kekerasan pada anak.
3) [bookmark: _Hlk234920481][bookmark: _Hlk234920625]Sinkronisasi antara hukum dan kebijakan publik dalam perlindungan anak korban kekerasan di masyarakat Pandalungan Bondowoso telah memberikan payung yang kuat bagi perlindungan anak. Dengan berdasarkan mandat regulasi yang berlaku,  Dinsos P3AKB sebagai leading sector telah membentuk layanan terpadu antarlembaga dan satgas perlindungan perempuan dan anak di tingkat kecamatan serta desa. Kolaborasi ini membawa dampak positif, seperti meningkatnya laporan kasus dan pendampingan korban. Namun ditinjau dari dimensi sosiokultural pada masyarakat Pandalungan, budaya yang sangat religius dan patriarkal memengaruhi cara pandang terhadap kekerasan anak. Banyak kasus yang awalnya tidak dilaporkan karena mempertimbangkan kehormatan keluarga. Ini merupakan tantangan serius bagi sinergi antara nilai hukum formal dengan living law masyarakat yang kuat. Maka dari itu, Agar sinkronisasi hukum dan kebijakan publik lebih efektif, diperlukan adanya peningkatan jumlah psikolog dan rumah aman, pengembangan sistem pelaporan terpadu berbasis teknologi, program edukasi hukum berbasis agama dan budaya lokal, monitoring dan evaluasi berbasis outcome, bukan hanya output administratif, dan pelibatan komunitas lokal seperti pesantren dan organisasi perempuan dalam pencegahan kekerasan.
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